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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang  

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai aturan untuk menyusun Perjanjian 

Kinerja yang memuat kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah berdasarkan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.  

Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja  

tahun 2025  ini  disusun   sesuai  dengan  program  dan  kegiatan utama  pendukung 

pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan 

berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang tercantum 

pada Renstra tahun 2025 - 2029. 

Dengan ditetapkannya APBD Perubahan Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Samarinda menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan.  

Dengan adanya Perjanjian ini  dapat  digunakan  untuk    penilaian keberhasilan 

pencapaian  kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP). 
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BAB II 

PERJANJIAN KINERJA 

 

 

 Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan 

kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. 

 

Tujuan Perjanjian Kinerja. 

 Tujuan ditetapkannya Perjanjian Kinerja : 

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur; 

2. Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel; 

3. Pencegahan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN); 

4. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi. 

 

Dasar Hukum : 

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 

388;  

 Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“.  

 Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua 

bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);  

6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016  Tentang Urusan 

Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016  Tentang Pembentukan 

Dan Susunan Perangkat Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-

2029; 

9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, 

Fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah 

Kota Samarinda; 

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua 

atas Perwali Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi, Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda; 

11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta  Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik Kota Samarinda; 

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 tanggal 22 Juli Tahun 2025 Tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026; 

13. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 47 tanggal 11 Agustus Tahun 2025 Tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025; 

14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September 

Tahun 2025; 
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